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Abstrak

Encheloclarias tapeinopterus merupakan ikan endemik yang hanya ditemukan dari Pulau Bangka,
Indonesia. Spesies ini terdaftar sebagai spesies rentan (Vulnerable) berdasarkan IUCN Red List, yang artinya
populasi spesies ini mengalami penurunan secara drastis dari waktu kewaktu, dan tidak menutup
kemungkinan spesies ini akan punah dalam waktu dekat apabila tidak ada upaya penyelamatan spesies.
Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai upaya domestikasi dan konservasi untuk spesies ini. Selain
itu, belum ada sosialisasi dan hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan penangkapan
terhadap spesies ini. Masyarakat dapat secara bebas mengangkap E. tapeinopterus tanpa ada hukuman
apalagi efek jera. Secara teoritis, Indonesia sebenarnya memiliki Undang-Undang Konservasi yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya yang
memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Namun, undang-undang ini lebih banyak
berbicara tentang sistem konservasi daripada memberikan perlindungan hukum terhadap satwa liar dan
habitatnya. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia perlu
ditingkatkan. Dalam tulisan ini, kami memaparkan kepastian hukum apabila Indonesia dapat mengadopsi
hukum Perlindungan Satwa Liar Amerika “The Endangered Species Act (Esa)” dalam rangka upaya
perlindungan terhadap ikan endemik Encheloclarias Tapeinopterus yang berstatus rentan. Dalam tulisan
ini kami membandingan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan The Endangered Species Act law.
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Abstract

Encheloclarias tapeinopterus is an endemic catfish found only from Bangka Island, Indonesia. This species
is listed as a Vulnerable species based on the IUCN Red List, which means that the population of this species
has decreased drastically over time, and it is possible that this species will become extinct in the near future
if there are no efforts to save the species. Until now, there have been no reports regarding domestication
and conservation efforts for this species. In addition, there has been no socialization and punishment given
to people who catch this species. Society can freely catch E. tapeinopterus without any punishment or
deterrent effect. Theoretically, Indonesia actually has a Conservation Law, namely Law Number 5 of 1990
concerning Conservation of Biodiversity and Its Ecosystems which provides protection for biodiversity.
However, this law talks more about the conservation system than providing legal protection for wild
animals and their habitats. Based on this, the legal protection of wild animals in Indonesia needs to be
improved. In this article, we describe legal certainty if Indonesia can adopt the American Wildlife Protection
law "The Endangered Species Act (ESA)" in the framework of efforts to protect the endemic fish
Encheloclarias Tapeinopterus which has a vulnerable status. In this paper we compare Law Number 5 of
1990 and The Endangered Species Act law.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara mega-
biodiversitas, terdapat lebih dari 4.798 spesies
ikan dari perairan laut, payau dan sebanyak
1.266 spesies keragaman ikan air tawar yang
terdiri dari endemik, ikan asli, dan ikan
pendatang (introduksi) (Robin et al, 2023a;
Insani etal., 2023; Valen et al., 2022a; Valen et al,
2021; Serdiati 2020; Valen et al, 2022b). Akan
tetapi, keanekaragaman spesies air tawar saat ini
mulai terancam serius akibat aktivitas manusia
seperti modifikasi habitat, penangkapan ikan
berlebihan (Robin et al, 2023b; Valen et al,
2022c; Insani et al., 2020; Mangitung et al., 2021;
Bariyyah et al., 2021; Serdiati et al., 2021; Valen
et al, 2020; ). Hilangnya keanekaragaman hayati
turut mempengaruhi fungsi ekosistem (Cardinale
et al, 2012). Salah satu ikan air endemik asal
kepulauan Bangka yang keberadaannya
terancam dengan jumlah populasi yang terus
menurun adalah Encheloclarias tapeinopterus
(Gambar 1).
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Gambar 1. Ikan Kéli.k (Encheloclarias
tapeinopterus) asal Pulau Bangka, Indonesia.
(Swarlanda, 2023)

E. tapeinopterus adalah Ikan Lele dari genus
Encheloclarias dan famili Claridae. Spesies yang
hanya diketahui dari Pulau Bangka di Indonesia
ini hidup di hutan primer alami di sepanjang
sungai bawah tanah yang melewati akar pohon
yang lebat. Keberadaan E. tapeinopterus akhir-
akhir ini semakin menurun dan terdaftar sebagai
rentan (VU) berdasarkan IUCN Red List and
Threatened Species (Ng, 2019) Karena efek
negatif dari penambangan timah (Bernhardt dan
Palmer, 2011; Kusumah et al, 2023), yang
menyebabkan penurunan kualitas lingkungan
akibat pencemaran bahan kimia dan perubahan
fisik ekosistem sungai, membuat sungai rentan
terhadap degradasi dan hilangnya
keanekaragaman hayati (Asner dan Tupayachi,
2017).
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Meskipun spesies ini masuk dalam daftar
merah [UCN yang perlu mendapatkan upaya
konservasi segera, namun hingga saat ini belum
ada laporan mengenai upaya konservasi ataupun
domestikasi untuk peningkatan populasi spesies
ini. Padahal kegiatan ini penting untuk
pelestarian suatu spesies yang keberadaannya
terancam di alam. E. tapeinopterus diketahui
hanya menempati sungai-sungai di hutan primer
alami, saat ini kawasan hutan Kepulauan Bangka
telah banyak dikonversi menjadi perkebunan,
khususnya perkebunan kelapa sawit dan
aktivitas tambang timah terbuka. Sebanyak
kurang lebih 70 % hutan Pulau Bangka telah
terekploitasi dan terdegradasi, sehingga satwa
liar khususnya E. tapeinopterus telah kehilangan
habitat dan tempat berlindung serta tempat
untuk mencari makan. Selain itu karena bentuk E.
tapeinopterus yang eksotis, jenis yang hanya ada
satu-satunya di Pulau Bangka, membuat ikan ini
ditangkap terus menerus untuk dijual dan
dijadikan komoditas ikan hias. Aktifitas
penangkapan ini jelas akan berkontribusi dalam
penurunan populasi spesies ini di alam.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini
adalah tidak ada undang-undang khusus yang
mengatur perlindungan satwa liar secara
mendalam di Indonesia, termasuk perlindungan
satwa liar di Kepulauan Bangka. Penegakan
hukum dalam perlindungan satwa liar di
Indonesia-pun juga sangatlah rendah. Meskipun
Indonesia memiliki UU No 5 Tahun 1990, Pasal 40
ayat 2 jelas mengatur: “Barang siapa dengan
sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat [1] dan ayat [2] [menangkap, melukai,
membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup] serta Pasal 31
ayat [3] dipidana penjara paling lama 5 [lima]
tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 [seratus juta Rupiah], akan
tetapi pada pelaksanaanya di lapangan jauh
berbeda dimana hukuman jauh lebih ringan dari
itu.

Dalam tulisan ini, kami mencoba mengkaji
hukum Perlindungan Satwa Liar Amerika yang
bernama “The Endangered Species Act (ESA)”
dalam rangka upaya perlindungan terhadap ikan
endemik E. tapeinopterus yang berstatus rentan.
Dalam tulisan ini kami membandingan antara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan The
Endangered Species Act law kemudian manarik
kesimpulan dan memberikan rekomendasi
hukum perlindungan satwa liar di Indonesia.

MATERI DAN METODE
Penelitian “Mengadopsi Hukum
Perlindungan Satwa Liar Amerika “The



Kenanga P, Rahman Y, Fasha TN, Muhemin R, Romadhoni PR, dan Anwar MS. 2023. Mengadopsi Hukum Perlindungan
Satwa Liar Amerika “The Endangered Species Act (ESA)” Untuk Melindungi Ikan Kelik (Encheloclarias tapeinopterus,
Bleeker, 1853) Yang Berstatus Rentan . Journal of Aquatropica Asia. 8(1): 33-38

Endangered Species Act (ESA)” Untuk Melindungi
Ikan Kelik (E. tapeinopterus) (Bleeker, 1853)
(Siluriformes: Clariidae) Yang Berstatus Rentan”

merupakan  penelitian  yuridis = normatif.
Dilakukan melalui kajian pustaka terhadap
peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta
penelitian-penelitian lain, dan referensi-referensi
lainnya. Dalam  penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan komparatif (Apriyani et al, 2018).
Penulis pertama-tama mengkaji undang-undang
Indonesia dan Amerika Serikat, kemudian
membandingkan kerangka hukum perlindungan
satwa liar dari kedua negara tersebut. Bahan
normatif dikumpulkan dengan studi kepustakaan
melalui penelaahan bahan hukum dari sumber
hukum primer, sumber hukum sekunder dan
sumber hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Konservasi of E. tapeinopterus
Encheloclarias tapeinopterus hanya
ditemukan di Pulau Bangka, Indonesia dan saat
ini populasi spesies ini sangat menurun. Seperti
yang diamati, E. tapeinopterus terdaftar sebagai
Rentan (VU) berdasarkan IUCN Red List of
Threatened Species (Ng, 2019). Status konservasi
spesies ini dapat meningkat drastis menjadi
punah dalam beberapa tahun ke depan akibat
kerusakan habitat dan lingkungan, terutama
karena dampak buruk penambangan timah
terbuka. Sebagaimana dapat dilihat, E.
tapeinopterus mendiami sungai bawah tanah
yang melintasi akar-akar pohon lebat di hutan
primer alami, namun kini keberadaan hutan
primer mulai rusak akibat alih fungsi lahan dan
dampak negatif penambangan timah (Bernhardt
dan Palmer, 2011). Jelas, aktivitas pertambangan
melibatkan deforestasi dan penggalian tanah
(Asner dan Tupayachi, 2017), yang menyebabkan
degradasi hutan dan E. tapeinopterus kehilangan
habitat aslinya. Secara ekstrem spesies ini mulai
terancam dan tidak mampu bertahan dari
penurunan kualitas lingkungan akibat
pencemaran kimiawi dan perubahan fisik
ekosistem sungai yang membuat sungai rentan
terhadap degradasi dan hilangnya
keanekaragaman hayati. Secara umum, terdapat
sekitar 10.336 ikan air tawar yang status
konservasinya dinilai oleh IUCN, dan 10 spesies
ikan punah di alam liar pada tahun 2021. Hampir
30 persen spesies ikan air tawar dianggap
berisiko punah (Jaganmohan, 2022).

Payung Hukum Perlindungan dan perikanan
Indonesia

Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia
telah diinisiasi sejak tahun 1990 sejalan dengan
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lahirnya Undang-undang Nomor 5 tentang
konservasi sumber daya alam hayati. Khusus
dalam perlindungan satwa liar diatur dalam UU
No 5 Tahun 1990, Pasal 40 ayat 2 yang mengatur
tentang “Barang siapa dengan sengaja melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat [1] dan ayat [2]
[menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,
memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam
keadaan hidup] serta Pasal 31 ayat [3] dipidana
penjara paling lama 5 [lima] tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 [seratus juta
Rupiah]. Payung hukum konservasi sumber daya
ikan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber daya Ikan, Pasal 23 ayat (2)
menyebutkan lima (5) kriteria jenis ikan
dilindungi yaitu: 1) Terancam punah, 2) Langka,
3) Daerah penyebaran terbatas (endemik), 4)
Terjadinya penurunan populasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021, hanya terdapat 19 jenis ikan yang
dilindungi penuh yaitu Fluvitrygon oxyrhynchus,
Urogymnus polylepis, Fluvitrygon signifier,
Scleropages formosus, Chitala borneensis, Chitala
hypselonotus, Chitala lopis, Notopterus notopterus,
Balantiocheilos melanopterus, Barbodes microps,
Neolissochilus thienemanni, Schismatorhynchus
heterorhynchus,  Homaloptera  gymnogaster,
Anoxypristis cuspidata, Pristis clavata, Pristis
pristis, Pristis zijsron, Urolophus kaianus, dan
Latimeria menadoensis serta 1 jenis ikan yang
dilindungi terbatas yaitu Scleropages jardinii.
Khusus untuk Scleropages jardinii dilindungi
terbatas dengan ketentuan yaitu pelarangan
penangkapan sepanjang waktu kecuali anakan
ukuran 3-5 cm dapat ditangkap pada bulan
November, Desember, Januari, dan Februari.

Dari 7 jenis ikan endemik yang terancam
punah (Wild Betta Burdigala, Wild Betta schalleri,

Parosphromenus deissneri, Encheloclarias
tapeinopterus, ~ Wild betta  chloropharynx,
Sundadanio gargula, dan Parosphromenus

Julinae), tidak satupun dari spesies tersebut yang
masuk kedalam kategori dilindungi oleh
pemerintah. Padahal jelas spesies tersebut
populasinya sudah menurun dan mungkin dalam
beberapa tahun kedepan akan hilang akibat
habitat yang rusak karena efek negatif dari
penambangan timah terbuka serta alih fungsi
lahan (Robin et al, 2023; Kusumah et al, 2023).
Terutama Encheloclarias tapeinopterus yang
berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species
telah berstatus rentan, akan tetapi berdasarkan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021spesies ini tidak masuk kedalam spesies
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atau satwa yang dilindungi, sehingga menangkap,
melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,
memelihara, mengangkut, dan
memperniagagakan tidak akan mendapatkan
sangsi apapun.

Berbeda dengan sistem perlindungan satwa
liar di Amerika Serikat “Endangered Species Act
(ESA)”, dimana ESA telah menetapkan sebanyak
163 spesies ikan yang terancam punah dan 65
spesies asing yang terancam, 2 spesies masuk
kedalam waiting list, 13 kandidates untuk di
evaluasi. Dari angka diatas dapat disimpulkan
bahwa hukum ESA sangat serius dalam
melindungi satwa liar yang salah satunya dari
kelompok ikan, padahal kalau dilihat dari
keragaman ikannya, Indonesia memiliki 4.798
spesies yngg tersebar di Indonesia dengan
keraganman ikan terbesar kedua setelah Brazil
dengan angka 4839 spesies (Fishbase, 2023).
Jelas secara jumlah spesies ikannya, seharusnya
Indonesia serius dalam merumuskan UU tentang
perlindungan satwa liar terutama ikan.

Keseriusan ESA dalam perlindungan satwa
liar dimulai dengan badan federal memiliki
kewajiban untuk melestarikan spesies yang
terancam punah dan menetapkan proses
"pendaftaran” spesies yang terancam punah,
melarang "pengambilan” spesies yang terancam
punah, dan juga menunjuk habitat kritis untuk
spesies spesies yang terancam punah, dan
termasuk tanah yang saat ini ditempati oleh
spesies yang terdaftar (terancam punah) dan
tanah yang penting untuk kelangsungan dan
keberadaannya di masa depan (Kevin, 1997).
Pendaftaran spesies terancam punah dan
menetapan habitat kritis dilakukan secara
berkala dan diperbaharui secara terus menerus
sebagai kegiatan preventif. Hal ini jelas tidak
dimiliki oleh Indonesia, hal ini dibuktikan oleh
sangat sedikit sekali jumlah ikan yang dilindungi
dibandingkan dengan jumlah ikan di Indonesia
secara keseluruhan dan jumlah ikan yang rentan
dan terancam punah.

Selai itu, Undang-Undang Endangered
Species Act (ESA), melarang siapa pun termasuk
agen federal untuk "mengambil” spesies yang
terdaftar dan/atau terancam; “mengambil”
berarti membunuh, berburu, menyakiti, atau
melecehkan. Pengecualian untuk tindakan
“mengambil” hanya untuk tujuan penelitian
ilmiah dan pengambilan insidentil dan penentuan
pengecualian ini harus dilakukan melalui
konsultasi. Ketentuan ESA ditegakkan melalui
gugatan warga negara, serta melalui hukuman
perdata dan pidana. Pelanggaran pidana dapat
mengakibatkan hukuman penjara dan denda
hingga $ 50.000. Pelanggaran perdata terhadap
ketentuan utama dapat mengakibatkan denda
$25.000 (melanggar pelanggaran) atau denda
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$12.000. Pelanggaran ketentuan Kkecil, izin, atau
peraturan dapat dikenakan denda $500 (Sabine
2017).

The Endangered Species Act (ESA) telah
disebut sebagai undang-undang terkuat dan
paling efektif di negara untuk melindungi spesies
berisiko dari kepunahan. Sebanyak 99% spesies
yang terdaftar di dalamnya telah terhindar dari
kepunahan (Scwartz, 2018).

Rekomendasi Hukum Indonesia dalam
melindungi E. tapeinopterus yang berstatus
rentan

Indonesia dapat mendata spesies-spesies
terancam yang masuk ke list daftar merah dan
memberikan perlindungan langsung terhadap
spesies yang terdaftar. Indonesia juga sebaiknya
melindungi habitat setiap spesies yang masuk ke
daftar merah untuk dilindungi agar kelangsungan
hidup spesies terancam menjadi terjamin dan
menetapkan habitat tersebut sebagai habitat
kritis. Indonesia sebaiknya memiliki undang-
undang yang mengatur alokasi anggaran nasional
untuk tujuan sistem konservasi yang terstruktur.
Indonesia juga sebaiknya memiliki hukum yang
mengatur tentang pengendalian jumlah satwa
invasif atau non-nativ untuk menjaga
keseimbangan ekosistem. Indonesia sebaiknya
memiliki undang-undang yang kuat untuk
melarang siapa pun termasuk agen federal untuk
"mengambil” spesies yang terdaftar dan/atau
terancam; “mengambil” berarti membunuh,
berburuy, menyakiti, atau melecehkan.
Pengecualian untuk tindakan “mengambil” hanya
untuk tujuan penelitian ilmiah dan pengambilan
insidentil dan penentuan pengecualian ini harus
dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintah.
Gugatan dapat dilakukan oleh masyarakat
melalui hukum perdata dan pidana, serta
memberikan hukuman berupa penjara dan denda
untuk setiap pelanggaran.

KESIMPULAN

Encheloclarias tapeinopterus merupakan
ikan endemik yang hanya ditemukan di Pulau
Bangka, Indonesia berstatus rentan berdasarkan
IUCN Red List of Threatened Species, dimana
populasinya terus menurun seiring dengan
dampak dari penambangan timah terbuka dan
kedatangan ikan invasif sebagai kompetitor serta
penangkapan secara bebas tanpa adanya
larangan dari pemerintah setempat. Mengacu
kepada Amerika Serikat melalui Undang-undang
ESA yang melarang siapa pun termasuk agen
federal untuk "mengambil” spesies yang terdaftar
dan/atau terancam, sudah saatnya Indonesia
mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam
perlindungan spesies yang terancam dengan
mendaftarkan spesies-spesies yang terancam,
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mendaftarkan habitat kritis serta melakukan
upaya konservasi dan pelarangan terhadap
penangkapan ikan-ikan yang masuk ke dalam
daftar terancam, pelarangan melepaskan ikan
invasif yang dapat merusak ekosistem serta
memberikan hukuman berupa penjara dan denda
untuk setiap pelanggaran bagi oknum yang
melakukan penangkapan ikan terancam, dengan
sengaja merusak habitat kritis atau melepaskan
ikan invasif ke habitat kritis.
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